
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN TANAH PEMBUATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Oleh: Fandri
Arnanda NIM :

4011311045
Konsentrasi : Hukum Pidana

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK

2018

i









HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup manusia itu seperti Roda yang berputar kadang di bawah kadang di atas

jadi syukuri setiap keadaan yang sedang di hadapi, terus berusaha dan berdoa”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1.   Kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang

2.   Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan Rahmat dan Hidyah-

Nya bagi umatnya

3.   Kepada kedua orang tua saya Komsar dan Mayati yang selama ini telah

berjuang dengan keras serta berkat dukungan dan doa mereka lah saya bisa

lulus.

4.   Kepada adik-adik saya yang tercinta yaitu Piranti Ardinda dan Febiola yang

pendidikannya sedang berlangsung. Semoga mereka suatu saat nanti sukses

dan bisa membahagiakan kedua orang tua

5.   Kepada teman-teman seperjuangan ku, Faisal, Mayasari, Hapsanah, Gilang,

Andrew, Azy dan masih banyak lagi tidak bisa saya sebutkan satu persatu

yang selama ini telah membantu dan memberikan supportnya kepada saya

dalam hal saat perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini

6.   Kepada para sahabat KKN Tematik UBB XI di Dusun Tuing yang tidak bisa

saya sebut kan satu persatu

7.   Kepada orang spesialku Rismah Rachma Dini yang telah memberikan

dukungan dan suport selama ini. Selalu memberikan semngat kepada saya

agar skripsi ini selesai

8.   Kepada Almamaterku tercinta

v



ABSTRAK

Fandri Arnanda

4011311045

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN TANAH PEMBUATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi. Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Tanah

Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah pembuatan Rumah
Sakt Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya penegakan
yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang seperti instansi jaksa dan hakim
terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan  tanah. Penegakan hukum
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah merupakan serangkaian proses
penegakan hukum yang cukup panjang melibatkan instansi terkait pelanggaran
atau kejahatan yang telah di atur oleh undang-undang bahwa perbuatan itu salah
yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dimana asal muasal perbuatan itu
dengan melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah yang disitu adanya ganti
rugi terhadap tanah tersebut kepada pemilik tanah yang berhak. Dalam penelitian
ini yang menjadi pokok masalahnya adalah mengenai Penegakan Hukum terhadap
Tindak pidana korupsi pengadaan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan tanah. Metode yang di
gunakan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil ini adalah mengenai
penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan tanah dilakukan sudah cukup
baik karena tahapan-tahapan pada penyidikan dan penuntutan sudah sesuai dengan
aturan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada faktor penghambat yaitu
undang-undang, masyarakat, kebudayaan. Sedangkan faktor pendukungnya,
penegak hukum dan sarana prasarana.
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ABSTRACT
Fandri Arnanda
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BUILDING THE LAW OF LAND ACQUITION A CRIMINAL OFFENS
CORRUPTION FROM THE COMMON PROVINCE
BANGKA BELITUNG ARCHIPELAGO HOSPITAL

BASE ON THE RULES NUMBER 20, 2001
ABOUT ELIMINATE A CRIMINAL

OFFENS CORRUPTION

Thesis Faculty Of law 2018

Keywords : a criminal offens corruption, land aquisition.

Build a law of land acquisition offense corruption is effort to build a law that it
has done by the officiais in cahrge as agancy of prosecutor and judge to do it. Its
like series of the process building a law is long enough and involved a breach or
crime officiais has been arranged by ordinance that deed is wrong and it makes
loss the state where the source of deed do to get a land. There is compensation to
that land, has the right lan owner. The main idea from this research is a land
acquisition the criminal offens corruption and the factors impact to land
acquisition. The metode is used by writer when the writer made the papers is in
empirical yuridical. The result was got from the papers that abuild a law of land
aquisition a criminal offens corruptions done gord enough. It cause the steps to
investigation and demands has been approprialt by law and then teh factors were
influence . there is inhibitor factors that is the law, rules, sociaty and cultural.
Nevertheis the supported factor that is supported by law enforcement build the
law and infrastructure.
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